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MOTTO

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu
benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
(terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 216)1

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(terjemahan Surat Al-Mujadalah ayat 11)1

1) Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. Al Qur’an dan Terjemahannya. Bandung :
Dipenegoro
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RINGKASAN

Penghitungan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Air Tanah pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Lutfia Indana Zulva, 130903101001;

2017 69 halaman + xvii halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak Daerah merupakan komponen utama dalam penghasilan daerah.

Saah satu dari jenis pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah Kabupaten

Jember adalah pajak air tanah. Dengan meningkatnya kebutuhan masayarakat

mengenai air tanah, maka terjadi peningkatan pada pemungutan pajak air tanah,

tentunya dalam perpajakan air tanah terdapat prosedur yang dilakukan dalam

penghitungan, penetapan, dan pemungutannya. Hal tersebut yang melatarbelakang

penulis ingin mengambil tema dan judul mengenai penghitungan, penetapan, dan

pemungutan pajak air tanah.

Penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember khsusunya di bidang perpajakan air tanah. Praktek

Kerja Nyata tersebut dilaksanakan sejak 1 September 2016 sampai dengan 31

September 2016 yang setara dengan Hasil dari Praktek Kerja Nyata yang penulis

lakukan adalah penulis memahami konsep dari perpajakan daerah, perpajakan air

tanah mencakup penghitungan, penetapan, dan pembayaran serta prosedur

birokrasi dari pajak air tanah.

Pajak daerah merupakan iuran warga terhdap beberapa hal yang ia

gunakan atau miliki dalam sebuah daerah yang diberikan kepada pemerintah

daerah dan bersifat wajib tanpa mendapatkan imbalan langsung, serta hasil dana

iuran tersebut digunakan pemerintah daerah untuk membayar pengeluaran umum

daerah. Pajak Daerah di atur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Salah satu dar jenis pajak yang dipungut

daerah adalah pajak air tanah.
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Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan

air tanah. adapun prosedur birokrasi dari pelaksanaan pajak air tanah sebagai

berikut: Wajib pajak mendaftarkan diri pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember. Selanjutnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memberikan

surat balasan yang berisi mengenai pajak terhutang dan harus dibayar dalam

wakttu 30 hari atau pada satu masa pajak. Wajib pajak membayar pajak terhutang

kepada Bank Jatim yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember, yakni

Bank Jatim.

Pengamatan penulis terhadap program pajak air tanah yang dilakukan oleh

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, telah sesuai dengan pertaruan

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga sesuai dengan teori perpajakan

yang telah dipelajari.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 3070/UN25.1.2/SP/2016, DIII

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Jember)
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan sebuah peluang bagi sebuah daerah untuk

mengelola sendiri daerahnya demi mencapai kesejahteraan yang optimal di daerah

tersebut. Adapun sumber-sumber yang dapat dipergunakan daerah dalam

mengembangkan daerahnya antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, serta Pendapatan Asli Daerah lainya yang sah.

Pajak daerah merupakan sumber dominan dalam PAD. Selain pajak daerah

sumber PAD yang lain meliputi hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain lain. Seluruh sumber PAD ini dimaksudkan agar

daerah dapat menggali pendanaan dalam rangka melaksanakan pembangunan

berbasis otonomi daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

tentang pajak daerah, pajak daerah yang ditangani di Kabupaten Jember oleh

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember meliputi, pajak bumi dan bangunan pedesan

dan perkantoran (PBB P2), hotel, reklame, restoran, parkir, hiburan, penerangan

jalan, air permukan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),

dan lain lain. Pajak air permukaan  atau pajak air tanah sebagai salah satu jenis

pajak yang wajib dibayar, memiliki andil yang besar dikarenakan kebutuhan air

pada masyarakat Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2016 mencapai

24.434.100 liter/hari. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk

mencari tau bagaimanakah cara penghitungan, penetapan, dan pemungutan Pajak

air tanah di Kabupaten Jember.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


2

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah cara penghitungan, penetapan, dan pembayaran pajak air tanah di

Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

a.  Tujuan Umum

Untuk mengetahui perpajakan air tanah

b. Tujuan Khusus

1) Mengetahui cara penghitungan pajak air tanah

2) Mengetahui cara penetapan pajak air tanah

3) Mengetahui cara pembayaran pajak air tanah

1.3.2. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sebagai berikut.

a. Menambah wawasan penulis mengenai Pajak air tanah

b. Meningkatkan keahlian dan keterampilan di bidang perpajakan air tanah

mencakup penghitungan, penetapan, dan pembayaran

c. Sebagai wadah bagi penulis untuk menghadapi dunia kerja dari pengalaman

praktik kerja nyata yang telah dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan

Kabupaten Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum tentang Perpajakan

2.1.1 Definsi Pajak

Pajak didefinisikan sebagai berikut :

a. Pajak adalah bentuk kewajiban dalam kontribusi yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang serta tidak diberikan imbalan langsung, kepada

sebuah Negara oleh pihak terutang yakni pribadi maupun suatu badan

(Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016).

b. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

sehingga bersifat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) dan iuran tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran

umum ( Sumitro, dalam Marsyahrul, 2011).

c. Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal yang disebut

dengan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk

membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Supramono, 2010).

Jadi, Pajak merupakan iuran oleh terutang pajak yakni warga ataupun

badan kepada negara, yang bersifat memaksa karena memiliki dasar hukum

perundang-undangan dan tidak mendapatkan imbalan balik secara langsung atau

disebut dengan kontraprestasi. Adapun hasil iuran tersebut digunakan oleh Negara

untuk membayar pengeluaran – pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Beberapa fungsi pajak menurut Marsyahrul (2011) antaralain:

a. Budgeter, pajak berfungsi sebagai pemasuakan keuangan bagi Negara dengan

sebesar-besarnya untuk membiayai pengeluaran umum

b. Regulerend, pajak berfungsi sebagai hal yang mengatur dalam pencapaian

tujuan-tujuan Negara, contog : seperti perubahan tariff, keringanan-kerinagan,

dll.
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2.1.3 Pemungutan Pajak

a. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Supramono (2010), syarat pemungutan pajak sebagai berikut :

1) Adil, mengartikan bahwa pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan bayar

dan manfaat yang diminta wajib pajak, serta dilakukan secara merata

2) Berdasarkan Undang-undang, mengartikan bahwa terdapat landasaran hokum

yang mengatur untuk mewujudkan pemungutan pajak yang adil

3) Tidak mengganggu perekonomian, mengartikan pemungutan pajak tetap

harus memperhatikan kelancaran system perekonomian dan tidak

menyebabakan kelesuan perekenomian negara

4) Efisien, mengartikan biaya yang dibutuhkan dalam pemungutan pajak harus

seminimal mungkin dan hasil pajak harus dapat dilakukan secara maksimal

5) Sederhana, mengartikan system pemungutan sebaiknya dilakukan dengan

cara yang sederhana, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melakukan

pembayaran.

b. Azas Pemungutan Pajak

Menurut Smith (dalam Supramono, 2010), terdapat azas pemungutan

pajak, antaraain.

1) Equality, mengartikan bahwa terdapat keadilan. Wajib Pajak tidak ada yang

mengalami diskriminasi, memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk

membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak

pemerintah. Azas Equality dibedakan menjadi :

1) Keadilan Horizontal, mengartikan bahwa beban pajak kepada semua wajib

pajak yang memperoleh penghasilan sana dengan jumlah tanggungan yang

sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2) Keadilan Vertikal, mengartikan bahwa pemungutan pajak adil. Jika wajib

pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang

sama.
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2) Certainty, mengartikan bahwa penetapan pajak harus jelas, dan tidak

dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahuo secara

jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu

pembayarannya.

3) Convenience, mengartikan bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan

kenyamanan dari wajib pajak. Hal tersebut berarti pajak yang harus dibayar

oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, pada saat

memperoleh penghasilan.

4) Economics, mengartikan bahwa pemungutan pajak harus seminimum

mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat

menghasilan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Judisseno (2004) sistem pemugutan pajak dibedakan menjadi tiga

yaitu :

1) Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan

kewenangan pada petugas pajak untuk menghitung pajak, dan kemudian wajib

pajak membayarnya, atau dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Sistem

tersebut sudah tidak berlaku setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

Adapun cirinya antaralain, (i) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, (ii)

wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak

menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak;

2) Self Assessment System adalah sistem yang memberikan kesempatan bagi wajib

pajak untuk menghitung, dan membayar sendiri pajak terutang yang melekat

padanya. Adapun ciri sitem tersebut antaralain, (i) pajak terhutang dihitung

sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan

membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan (iii)

pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali

oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau

membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi

tidak dibayar;dan
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3) Withholding System adalah sistem yang memberi kewenangan kepada pihak

ketiga, sehingga  pihak lain atau pihak ketiga berhak dalam  dalam memotong

dan memungut besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Supramono (2010), Tarif pajak merupajkan perhitungan pajak

yang terutang. Tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a. tarif sebanding/proposional, presentase pengenaan pajak yang tetap

seberapapun pengenaan pajaknya

Contoh: PPN akan dienakan tariff pajak sebesar 10% atas berapa pun

peyerahan barang/jasa kena pajak.

b. tarif tetap, tariff pajak yang tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan

pajak.

Contoh: bea tarif  untuk cek ataupun giro, sebesar apapun nominalnya tetap Rp

3.000,00,-

c. tarif progresif, presentase semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai

pajak

Contoh: pajak penghasilan untuk pribadi yang bekerja di luar negeri dan di

dalam negeri

d. tarif degresif , presentasi tariff yang semakin kecil bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

2.1.5. Pengelompokan Pajak

Menurut Supramono (2010) Pajak dapat dikelompokan menjadi tiga antara

lain, jenis pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

Penjelasannya sebagai berikut.

a. Menurut Golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan

kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang

bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
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2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan

ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya,

memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat

objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak). Contoh: Pajak

Penghasilan.

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa

memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya:

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Contoh: Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang

Mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta Bea

Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam

PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana dengan PP No.34 Tahun 2000. Pajak

daerah terdiri dari:

a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas

air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lain-lain;

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Bumi

dan Bangunan, Pajak Hiburan,Pajak Reklame dan Pajak Penerangan

Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan lain-lain.
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2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak Daerah

a. Menurut Soemarso (2007) pajak daerah adalah .iuran masayarakat daerah

kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan kontraprestasi untuk

membiayai pengeluaran daerah.

b. Menurut Sugianto (2008) pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah

berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan

pembiayaan rumah tangga pemerinta daerah.

c. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Jadi, pajak daerah adalah iuran kas wajib bagi warga daerah kepada daerah

yang dapat dipaksakan dan tidak ada imbalan dari pemerintah daerah.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

“Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000”.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni :

a. Pajak Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan diatas air 5%;

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan diatas air 5%;

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%;

4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

20%;

5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten / Kota

1) Pajak Hotel 10%;

2) Pajak Restoran 10%;

3) Pajak Hiburan35%;
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4) Pajak Reklame 25%;

5) Pajak Penerangan Jalan 10%;

6) Pajakpengambilan bahan galian golongan C 20%;

7) Pajak Parkir 20%;

8) Pajak Air Tanah;

9) Pajak Sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Pajak Air Tanah (PAT)

2.3.1 Definisi Pajak Air Tanah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 butir 33 Pajak atas

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah di daerah yang merupakan sumber

potensi kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Jember dapat digunakan untuk membiayai pembangungan dan penyelenggarakan

pemerintah daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang luas nyata dan

bertanggungjawab.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air

tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan

tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah semula bernama

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP)

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan merupakan jenis pajak

provinsi. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

PPPABTAP di pecah menjadi dua jenis pajak,yaitu Pajak Air Permukaan dan

Pajak Air Tanah, dimana Pajak Air Permukaan di masukkan sebagai pajak

provinsi sedangkan Pajak Air Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan
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atau pemanfaatan air tanah umtuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan

pertanian rakyat, serta peribadatan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam

disekitarnya (dalam Siahaan:493)

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah memiliki dasar hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

3. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan

Air Tanah di Kabupaten Jember.

2.3.3 Objek Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah pengamilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Berikut yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanag adalah:

1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanag untuk keperluan dasar rumah

tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, dan

2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan

peraturan daerah.

2.3.4 Subjek Pajak Air Tanah

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

2.3.5 Wajib Pajak Air Tanah

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
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2.3.6 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai

perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang

dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

a) Jenis sumber air

b) Lokasi sumber air

c) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air

d) Volume air yang diambil dan/ atau yang dimanfaatkan

e) Kualitas air

f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan air

Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud, ditetapkan

dengan peraturan bupati yang dapat ditinjau kembali paling sedikit satu tahun

sekali.

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok Pajak Air

Tanah yang terhutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air

tanah atau sejak diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Besaran pajak

air tanah yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud.

Pajak Air Tanah yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat air diambil.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

3.1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Setelah diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember, Dinas

Pendapatan Kabupaten Jember tidak lagi berada dibawah naungan secretariat Sub

Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaan Dinas

Pendapatan Kabupaten Jember pun masih bertanggung jawab dilingkungan

secretariat Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada saat itu pula penataan

kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah belah. Setelah

kelembagaan-kelembagaan tersebut ditata kembali maka, Sub Direktorat Dinas

Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah

yang semakin berkembang, dan memiliki karyawan sebanyak kurang lebih 300

orang.

Otonomi daerah tidak hanya merubah Sub Direktorat Pendapatan Daerah

menjadi Dinas Pendapatan Daerah, melainkan menggabugkan Dinas Pasar

kedalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri

(mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh

pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember adalah sebagai

unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jember dibidang pendapatan yang

dipimpin oleh seorang kepala dinas. Sehingga, Kepala Dinas Pendapatan Daerah

mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati, sedangkan pertanggung

jawaban dalam segi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Daerah.
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3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

a. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1) Dinas Kabupaten Daerah Kabupaten Jember berkedudukan sebagai unsur

pelaksana Pemerintah Kabupaten Jember di bidang Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember.

2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas, pelaksanaan tugas serta pelaporan semua tugas yang terlaksanakan

maupun tidak terlaksanakan kepada Bupati Jember, melalui Sekretaris

Daerah Kabupaten Jember.

3) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dalam melaksanakan tugas

dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah

Kabupaten Jember.

b. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah

melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam merumuskan

kebijakan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak /

Bukan Pajak, dan menyelenggarakan pemungutan PAD, mengadakan koordinasi

dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian tekhnis tentang penggalian

dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian

pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan Bupati

Jember.

c. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, antaralain.

1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

2) penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;

3) pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah;

4) pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan

Pendapatan Asli Daerah (PAD);
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5) penyelenggaraan pelayan dan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli

Daerah (PAD);

6) pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

7) pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah;

8) evaluasi, monitoring, dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah

(PAD);dan

9) Pemberian dukungan teknis dan administrasi dibidang Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Jember

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah Mewujudkan

Dinas Pendapatan Jember yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”. Hal tersebut

dicanangkan akan terwujud dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Dengan

adanya visi tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, dapat memaksimalkan

tugas pokok dan fungsinya.

Adapun misi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, antaralain.

1. Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan;

2. Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara Insentif;

3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah;

4. Memenuhi pemasukan daerah.

3.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Adapun Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, antara

lain:

a. melaksanakan sosisalisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara

langsung maupun tidak langsung;

b. melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
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c. melaksanakan pemutakhiran database Objek / SubjekPajak Daerah;

d. melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;

e. melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;

f. melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah;

g. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;

h. menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis

tentang Pajak Daerah;

i. pelaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah

secara online;

j. pelaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat

(polling);dan

k. melaksanakan penyusunan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah /

Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

3.4 Keorganisasian dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.4.1 Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki jenis strukutr

organisasi berbentuk pirmida, yang mengartikan bahwa kekuasaan tertinggi

organisasi terletak pada pimpinan, yang dalam hal ini berarti adalah Kepala Dinas,

Sekretaris, dan kemudian diikuti dengan Kepala Bagian Dinas Pendapatan

Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember memiliki bentuk susunan organisasi

fungsional yakni wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-

satuan organisasi di bawahnya yang khsusu dalam bidang tertentu, hal ini

seringkali disebut dengan unit fungsional. Sehingga, pimpinan dalam setiap

bidang pekerjaan tertentu berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada

selama masih menyangkut bidang kerjanya. Adapun struktur organisasi pada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.
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Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Gambar 3.4.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016

3.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

KEPALA DINAS

Sekretariat

Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Sub Bagian
Perencanaan dan

Program

Sub Bagian
Keuangan

Bidang 1 (Pendataan
dan Penyuluhan)

Bidang 2 (Penetapan
dan Verifikasi)

Bidang 3 (Penagihan
dan Keberatan)

Bidang 4 (Pembukuan
dan Pengendalian) Bidang Operasional

Kelompok Jabatan
Fungsional

Unit Pelaksana
Teknis
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b. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari: i)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ii) Sub

Bagian Perencanaan dan Program; dan iii) Sub Bagian Keuangan. Adapun

tugas secretariat antaralain.

1) Tugas Sekretariat

Bertugas untuk melaksanakan koordinasi surat

menyurat,kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol,

pengelolaan benda berharga,hubungan masyarakat, pemeliharaan,

penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas

lainyang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Fungsi Sekretariat, antara lain:

a) membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-

bidang;

b) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung

jawaban keuangan;

c) melaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

d) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji

pegawai, dan inventarisasi;

e) melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat

dan kearsipan;

f) menyiapkan data informasi, keputusan, dan hubungan masyarakat;

g) melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan

semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;

h) mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga;dan

i)pelaporan realisasi.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bertugas untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan

pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,serta

tugas lain yang diberikan oleh sekertaris. Adapun Fungsi Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian, adalah sebagai berikut.

1) pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan

urusan rumah tangga dan protokol;

2) penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga;

3) pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang

inventaris dan benda berharga lainnya;

4) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap barang

inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan

kode barang;

5) penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang

inventaris dan benda berharga lainnya;

6) penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi

barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;

7) penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran, dan persediaan barang secara

periodik serta menyusun perhitungan / pertanggung jawaban pengurusan

barang;

8) pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data

kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat,

pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala,

pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas;dan

9) penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan

disiplin, kesejahteraan, dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.
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d. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan,

anggaran, laporan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Adapun fungsi

Sub Bagian Perencanaan dan Program, sebagai berikut.

1) penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik

anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;

2) penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan;

3) perencanaan terhadap pendapatan daerah;

4) perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Bukan Pajak;

5) penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;

6) penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;

7) analisa, evaluasi, dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan sebagai

bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

e. Sub Bagian Keuangan

Bertugas untuk melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang

diberikan oleh sekretaris. Adapun Fungsi Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut.

1) pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak

langsung;

2) pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran

pendapatan dan belanja Dinas;

3) pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;

4) pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

5) pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta

biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;

6) pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;dan

7) penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).
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e.1 Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

Bertugas untuk melaksanakan  pendataan dan pendaftaran obyek dan

subyek Pajak Daerah / Retribusi Daerah, pengolahan data  serta penyajian

informasi Pajak Daerah / Retribusi Daerah serta pelayanan penyuluhan tentang

Pajak Daerah / Retribusi Daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas. Adapun Fungsi Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

, antaralain.

1) perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib

Pajak Daerah / Retribusi Daerah, dan Obyek Pajak Daerah /Retribusi Daerah;

2) penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber

pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;

3) pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Retribusi

Daerah, dan Objek Pajak Daerah;

4) pembuatan daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyimpan

surat perpajakan dan retribusi daerah;

5) pelaksanaan pengolahan data dan informasi Perpajakan dan Retribusi Daerah;

6) pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi tentang Pajak

Daerah / Retribusi Daerah kepada masyarakat.

e.2 Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

Bertugas untuk melaksanakan perhitungan, penilaian, dan penetapan Pajak

Daerah /Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan  atau

lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  dan tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun Fungsi Bidang Penetapan dan

Verifikasi (Bidang 2), antaralain.

1) pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan

Obyek Pajak Daerah;

2) pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4) pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;dan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


21

5) pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

e.3       Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

Bertugas untuk melaksanakan  urusan penagihan, pertimbangan dan

penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun Fungsi Bidang Penagihan

dan Keberatan (Bidang 3), antaralain.

1) pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

2) pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;dan

3) pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

e.4 Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4)

Bertugas untuk melaksanakan urusan dibidang pembukuan dan

pengndalian operasional, yang meliputi pembinaan teknis pemungutan,

pelaksanaan pembukuan, dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak, dan  Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah serta benda berharga, dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun Fungsi Bidang Pembukuan dan

Pengendalian (Bidang 4), antaralain.

1) pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;

2) pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;

3) pelaksanaan pembinaan teknis operasional Unit Kerja di daerah yang

melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring

dan evaluasi pendapatan daerah;

5) pelaksanaan koordinasi pencairan / pelimpahan Bagi Hasil Pajak / Bukan

Pajak;dan
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6) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian

dan penertiban obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Bidang Operasional

Bidang opersional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional

penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang

diberikan oleh kepala dinas.Adapun fungsi bidang ini, meliputi:

1) pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan

PBB pedesaan perkotaan;

2) pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak dari

pemerintah propinsi maupun pusat;

3) menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan

pelaksanakan penagihan serta pemungutan;

4) penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan

Retribusi serta PBB pedesaan perkotaan;dan

5) inventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok ini

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh

tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk jumlah

jabatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan untuk jenis

serta jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

h. Unit Pelaksana Teknis

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional

dinas dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah

kerja 1 kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan
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berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang

diberikan oleh kepala dinas. Adapun fungsi UPT meliputi:

1) menyiapkan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas

pendapatan;

2) pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas pendapatan;

3) pengelolaan, pelaksanaan, pengadaan, pengumpulan, pengelohan,

penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana;dan

4) penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi ke kas daerah melalui

bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah.

UPT dinas pendapatan terdiri:

1) UPT Jember Timur;

2) UPT Jember Barat;

3) UPT Jember Tengah;

4) UPT Jember Selatan;

5) UPT Wisata Pantai Watu Ulo;

6) UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung;

7) UPT Hotel dan Pemandian Rembangan;

8) UPT Sarana Prasarana Olahraga dan Balai Serba Guna;dan

9) UPT Pemandian Patemon.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari Praktek Kerja Nyata yang penulis

laksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, adalah sebagai

berikut.

a. Dari pembahasan bab 4 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan prosedur perpajakan

dengan benar,yang dimana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

mengacu dalam Undang – Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.

b. Prosedur Penghitungan Penetapan Pembayaran Pajak Air Tanah sendiri

adalah menggunakan system Official Assessment System dengan tarif

20% sesuai Undang – Undang Peraturan Daerah yang berlaku. Official

Assessment System suatu system pemungutan yang memberi wewenang

kepada pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang wajib pajak.

c. Adapun  prosedur birokrasi perpajakan air tanah adalah sebagai berikut :

1) Wajib pajak air tanah mendaftarkan diri dengan mengisi SPTPD

2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menindaklanjuti SPTPD

dengan menerbitkan SKPD dan dengan diterbitkannya SKPD wajib

pajak air tanah wajib membayar pajak air tanah yang terhutang tidak

lebih dari 30 hari, jika lebih dari waktu yang ditentukan ditetapkan

adanya bunga administrasi sebesar2%

3) Pembayaran Pajak terhutang dapat dilakukan pada Bank yang telah

ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember, setelah melakukan

pembayaran maka Wajib Pajak akan mendapatkan SPPD (Surat

Setoran Pajak Daerah)
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4. Hal – hal mengenai penghitungan pajak air tanah telah dijelasakan dengan

lengkap pada Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2011 tentang

Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Jember.

5.2 Saran

Dengan melihat kegiatan pada dinas pendapatan kabupaten jember

maka saran untuk dinas pendapatan kabupaten jember agar :

a) Diharapkan kantor dinas pendapatan  daerah kabupaten jember dalam

melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak

atau terlambat harus tegas professional dan transparan. Karena untuk

menghindari kesalah pahaman antara wajib pajak dan petugas pajak.

b) Prosedur penghitungan  penetapan pembayaran pajak air tanah pada dinas

pendapatan kabupaten jember agar  ditulis sebagai pedoman dalam surat

objek pajak, untuk memudahkan bagi wajib pajak dalam membayarkan

pajak terutangnya.
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Lampiran I. Jadwal Praktek Kuliah Kerja Nyata

Tanggal Aktivitas Manfaat

1 September 2016 Pemeriksaan Validasi dan
cetak barcode validasi

Mengetahui tatacara
validasi dan cara
memberikan barcode pada
SSPD – BPHTB

2 September 2016 Pemeriksaan Validasi dab
cetak barcode validasi

Mengetahui tatacara
validasi dan tata
memberikan barcode pada
SSPD – BPHTB

5 September 2016 Mengisi SKPD Reklame Mengetahui tatacara
mengajukan ijin memasang
reklame serta berapa pajak
tiap tipe reklame

6 September 2016 Mengisi SKPD Reklame Mengetahui tatacara
mengajukan izin
memasang reklame serta
berapa pajak pada tiap tipe
reklame

7 September 2016 Menghitung SSB setiap
Notaris se Kabupaten
Jember sesuai dengan SJB
- Hibah

Mengetahui nama-nama
notaris se Kabupaten
Jember

8 September 2016 Menghitung SSB setiap
Notaris se Kabupaten
Jember sesuai dengan AJB
- Hibah

Mengetahui tatacara
penghitungan SSB pada
setiap notaris

9 September 2016 Validasi dan cetak barcode Mengetahui tatacara
validasi dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB

13 September 2016 Validasi dan cetak barcode Mengetahui tatacara
validasi dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB
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14 September 2016 Validasi dan cetak barcode

Menghitung SSB setiap
notaris se Kabupaten
Jember sesuai dengan AJB
– Hibah

Verifikasi lapangann ke
hotel cempaka hil dan GM
Hotel

Mengetahui tatacara
validasi dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD – BPHTB

Mengetahui tatacara
penghitungan SSB pada
setiap notaris

Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

15 September 2016 Validasi dan cetak barcode Mengetahui tatacara
validasi dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD – BPHTB

16 September 2016 Validasi dan cetak barcode Mengetahui tatacara
validasi dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD – BPHTB
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19 September 2016 Validasi dan cetak barcode

Pengisian SKPD Reklame

Mengetahui tatacara
validasi dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD – BPHTB

Mengetahui tatacara
mengajukan izin
memasang reklame serta
berapa pajak pada tiap tipe
reklame

20 September 2016 Validasi dan cetak barcode

Verifikasi

Mengetahui tatacara
validasi dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD – BPHTB

Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

21 September 2016 Verfikasi

Validasi dan cetak barcode

Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

Mengetahui tatacara
validasi dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD – BPHTB

22 September 2016 Validasi dan cetak barcode

Pengisian ijin reklame

Mengetahui tatacara
validasi dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD – BPHTB

Mengetahui alur ijin
reklame
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23 September 2016 Validasi dan cetak barcode

Verifikasi

Mengetahui tatacara
validasi dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD – BPHTB

Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

26 September 2016 Verifikasi Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

27 September 2016 Verifikasi Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

28 September 2016 Verifikasi Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

29 September 2016 Verifikasi Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

30 September 2016 Verifikasi Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran
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Lampiran J. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah
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Lampiran M. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
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Lampiran N. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013
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Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014
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Lampiran P. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun
Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015
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